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Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam menopang
perekonomian nasional, baik dari sisi penciptaan lapangan kerja maupun kontribusinya terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah. Salah satu sektor UMKM yang mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir
adalah usaha coffee shop. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya budaya konsumsi kopi serta perubahan
gaya hidup masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda yang menjadikan coffee shop tidak hanya sebagai
tempat konsumsi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial dan produktivitas. Kota Madiun menjadi salah satu
daerah yang mengalami peningkatan signifikan jumlah usaha coffee shop, sehingga menimbulkan dinamika baru
dalam hubungan ketenagakerjaan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hak-hak pekerja
coffee shop, terutama terkait dengan pemenuhan hak atas upah yang layak. Permasalahan utama yang dikaji
adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak upah pekerja coffee shop di Kota Madiun
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas
penerapan perlindungan hukum tersebut dalam praktik ketenagakerjaan di sektor UMKM. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris, yaitu dengan mengombinasikan kajian terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan studi
keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah menyediakan
kerangka perlindungan hukum yang cukup komprehensif, meliputi pengaturan upah minimum, jaminan sosial
ketenagakerjaan, pengaturan jam kerja, serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Implementasi perlindungan hukum belum berjalan optimal, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, rendahnya
kesadaran hukum di kalangan pekerja dan pengusaha, serta karakter hubungan kerja di sektor coffee shop
cenderung fleksibel dan informal.

Kata Kunci: Upah, Pekerja, Hukum, Undang-Undang, Kebijakan

1. Latar Belakang

Sebagai bagian dari sektor ekonomi nasional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran
strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia (Cindy & Uswatun,
2024). Salah satu cabang UMKM yang berkembang pesat adalah usaha coffee shop, yang kini tidak hanya hadir
di kota besar, tetapi juga merambah ke daerah-daerah. Coffee shop sebagai UMKM mampu memberikan nilai
tambah melalui pengolahan produk kopi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan identitas dan kreativitas
anak muda. Dukungan terhadap UMKM coffee shop juga berkontribusi pada peningkatan daya saing industri kopi
nasional, karena pelaku usaha dituntut untuk terus berinovasi dalam kualitas produk, pelayanan, dan konsep usaha
agar dapat bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat.

Beberapa tahun terakhir ini Indonesia mengalami perkembangan pesat di bidang industri kopi. Kebiasaan
menikmati secangkir kopi sudah bukan lagi hanya sekedar aktivitas rutin, tetapi telah menjadi bagian dari gaya
hidup masyarakat Indonesia, khususnya kalangan muda. Saat ini, coffee shop tidak hanya sebagai tempat untuk
menikmati secangkir kopi saja, melainkan coffee shop sudah berfungsi sebagai ruang untuk berkumpul, bekerja,
dan melepas penat dari beban kerja. Budaya minum kopi yang tiap hari kian meningkat di generasi muda tentunya
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sangat memiliki kontribusi dalam hal peningkatan usaha coffee shop di Indonesia sampai dengan 20%. Hal ini
dikarenakan coffee shop menjadikan wadah yang tetap diminati karena menghadirkan suasana yang nyaman dam
peluang networking (Aurelia & Adim, 2023). Beragam inovasi menu dan layanan juga menjadi faktor yang
memperkuat daya tarik coffee shop dalam persaingan industri kuliner modern.

Kota Madiun merupakan salah satu contoh nyata pesatnya pembangunan usaha coffee shop baik berskala
kecil, menengah, hingga waralaba (franchise) nasional. Seiring dengan pesatnya pembangunan coffee shop di Kota
Madiun, kebutuhan tenaga kerja di sektor ini pun kian meningkat. Dibalik pesatnya pertumbuhan usaha coffee
shop di Kota Madiun terdapat persoalan yang timbul. Namun, persoalan-persoalan yang bermunculan jarang
mendapat perhatian serius, seperti perlindungan hukum bagi para pekerja coffee shop. Salah satu persoalan yang
sering muncul adalah terkait pemberian upah bagi pekerja. Meskipun jumlah pekerja meningkat seiring
berkembangnya usaha, tidak semua pekerja menerima upah yang sesuai dengan beban kerja. Padahal, sudah
sepatutnya setiap tenaga kerja diberikan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan diberikan hak
nya, serta mendapatkan jaminan kesejahteraan bagi dirinya (N. Nurcahyo, 2021).

Menurut Soerjono Soekanto, fleksibilitas kerja menyebabkan ketidakpastian perlindungan hukum bagi
tenaga kerja karena kontrak yang tidak tetap dan kurangnya kepastian hukum. Status tenaga kerja yang fleksibel
tentu akan membawa tantangan dalam perlindungan hak-hak tenaga kerja. Setiap tenaga kerja memiliki hak-hak
dasar yang wajib dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang. Hak-hak dasar pekerja yang seharusnya dipenuhi meliputi upah minimum yang layak bagi pekerja.
Karena pada hakekatnya, pengupahan akan selalu menjadi hal penting bagi pekerja karena upah sendiri merupakan
hak mutlak bagi pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha (Salha Raafi Anggara, 2022).

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan.” Pasal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya sebatas memberi pekerjaan bagi warga
negaranya saja, tetapi juga menjamin layak tidaknya suatu pekerjaan itu kepada warga negaranya. Sejalan dengan
prinsip tersebut, Peraturan Pemerintan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan menegaskan bahwa upah
pekerja harus memperhitungkan beban kerja, produktivitas, serta kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. PP
ini mengatur mekanisme penetapan upah minimum, upah layak, dan fleksibilitas pengupahan bagi usaha mikro
dan kecil, sehingga pekerja tetap memperoleh kompensasi yang adil sementara keberlangsungan usaha tetap
terjaga. Dengan demikian, PP 51/2023 menjadi pedoman operasional untuk menerjemahkan prinsip konstitusi
mengenai penghidupan layak ke dalam praktik pengupahan yang nyata di berbagai sektor, termasuk coffee shop
di Kota Madiun.

Selain itu, perubahan-perubahan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 membawa
pengaturan baru terkait hak upah pekerja, khususnya di sektor coffee shop di Kota Madiun. Undang-Undang ini
memberikan pengecualian bagi usaha mikro dan kecil (UMK) dalam penerapan upah minimum, dengan tetap
menekankan kewajiban pengusaha untuk membayar upah layak sesuai dengan beban kerja dan produktivitas
pekerja. Penetapan besaran upah dilakukan melalui kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yang dituangkan
dalam perjanjian kerja, sehingga pekerja tetap memperoleh perlindungan dan hak-hak dasar mereka. Saat ini,
coffee shop memiliki peran dalam mendukung perkembangan dan keberlanjutan ekonomi pada negara dan juga
melalui terciptanya banyak lapangan kerja. Meski begitu, sering kali pekerja di sektor coffee shop menghadapi
tantangan signifikan terkait hak upah yang layak (Nazmi, 2023).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan prinsip-prinsip konstitusional tersebut masih
belum sepenuhnya tercermin dalam praktik kerja di industri coffee shop. Pengawasan yang lemah menjadi salah
satu faktor utama pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi kewajiban hukum terhadap pekerja, terutama terkait
perlindungan tenaga kerja dan pemberian upah yang layak (Al-Akbar & Phahlevy, 2024). Situasi ini pada akhirnya
menciptakan kesenjangan antara jaminan hukum yang diberikan negara dengan kondisi kerja yang dialami pekerja
coffee shop sehari-hari. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengambil objek penelitian pada coffee shop di
Kota Madiun. Penulis tertarik untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak pemberian upah bagi pekerja
coffee shop di Kota Madiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
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2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris,
yaitu metode yang mengombinasikan kajian hukum normatif dengan pendekatan empiris. Penelitian hukum
normatif menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Sementara itu, pendekatan empiris
digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dan bekerja dalam praktik di lapangan.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga mampu menggambarkan
realitas implementasi hukum secara faktual.

Kajian hukum normatif dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan utama untuk memahami kerangka
hukum yang mengatur permasalahan yang diteliti. Analisis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan
perundang-undangan yang relevan, asas-asas hukum, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek
penelitian. Hasil kajian normatif ini kemudian diperkuat dengan data lapangan melalui pendekatan empiris,
sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku
dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Bersifat preskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk
memberikan argumentasi, penilaian, serta rekomendasi mengenai bagaimana seharusnya hukum diterapkan
terhadap permasalahan yang dikaji. Selain itu, penelitian ini juga bersifat terapan karena hasil penelitian
diharapkan dapat digunakan secara praktis sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, penegak hukum,
maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam mengambil keputusan atau menyusun kebijakan yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach).
Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung
maupun tidak langsung dengan isu hukum yang diteliti. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis hierarki
peraturan, kesesuaian antar norma, serta konsistensi pengaturan hukum yang berlaku. Pendekatan undang-undang
menjadi penting untuk memastikan bahwa analisis hukum yang dilakukan memiliki dasar yuridis yang kuat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-
hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi
yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil
penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan non-
hukum digunakan sebagai data pendukung, seperti hasil wawancara, laporan, atau data empiris lain yang berkaitan
dengan kondisi sosial dan praktik hukum di lapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi keputusan dan wawancara.
Studi keputusan dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan untuk memahami
pertimbangan hukum hakim serta pola penerapan hukum dalam kasus-kasus serupa. Selain itu, wawancara
dilakukan dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan keterkaitan langsung dengan objek penelitian, guna
memperoleh informasi empiris mengenai pelaksanaan dan kendala penerapan hukum dalam praktik.

Analisis data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan tiga komponen utama, yaitu
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan
menyederhanakan data yang diperoleh agar relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi
disajikan secara sistematis dan terstruktur untuk memudahkan proses analisis. Tahap terakhir adalah penarikan
kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis normatif dan empiris secara terpadu,
sehingga diperoleh kesimpulan yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Hasil dan Diskusi

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan oleh negara kepada
setiap subjek hukum untuk melaksanakan hak dan kepentingannya secara aman dan adil. Dalam konteks
ketenagakerjaan, perlindungan ini mencakup hak pekerja untuk menerima upah yang layak sesuai dengan beban
kerja dan produktivitasnya. Perlindungan hukum terhadap pekerja coffee shop, misalnya, tidak hanya berbentuk
norma hukum tertulis, tetapi juga melalui penerapan mekanisme pengupahan yang efektif dan adil, seperti yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial yang
diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
menekankan pentingnya penghormatan terhadap harkat dan martabat pekerja. Dengan demikian, negara memiliki
kewajiban untuk memastikan hubungan antara pekerja dan pengusaha berjalan secara adil, seimbang, dan
manusiawi, sehingga pekerja memperoleh kompensasi yang layak dan usaha tetap berkelanjutan (Roid & Sukirno,
2023).
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Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pemerintah berupaya menyeimbangkan kepentingan dunia
usaha dan tenaga kerja, di mana regulasi ini tidak hanya menciptakan fleksibilitas dalam hubungan kerja, tetapi
juga tetap menjamin perlindungan dasar bagi pekerja agar tidak kehilangan hak-haknya terutama untuk
mendapatkan upah yang layak. Perlindungan hukum tersebut menjadi aspek penting dalam menjaga keadilan sosial
dan mencegah terjadinya praktik eksploitasi terhadap pekerja di sektor-sektor yang pertumbuhannya cepat,
termasuk sektor jasa dan kuliner. Pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan
kesejahteraan pekerja di tengah dinamika pasar kerja yang semakin kompleks. Negara melalui peraturan
perundang-undangan berkewajiban menjamin agar hubungan antara pekerja dan pengusaha berlangsung secara
adil, seimbang, dan manusiawi. Hukum ketenagakerjaan dibentuk untuk melindungi hak-hak pekerja terutama
mereka yang pada posisi sosial-ekonomi lebih lemah dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial dan martabat
kemanusiaan di tempat kerja (Perkasa dkk., 2024).

Pengawasan ketenagakerjaan yang efektif termasuk penerapan upah minimum sangat bergantung pada
komitmen pemerintah daerah untuk menjamin penegakan hukum dan transparansi regulasi (Setiawati, Ismail, dan
Hanapi, 2025). Di Kota Madiun, peran pemerintah daerah menjadi krusial dalam memastikan bahwa pengusaha,
termasuk pelaku coffee shop dan UMKM, menjalankan kewajiban membayar upah layak sesuai peraturan yang
berlaku. Selain itu, pengawasan yang konsisten juga mendorong terciptanya hubungan kerja yang adil antara
pekerja dan pengusaha, mengurangi risiko praktik pengupahan tidak adil, dan memperkuat perlindungan hak-hak
dasar pekerja. Dengan mekanisme pengawasan yang baik, regulasi pengupahan tidak hanya menjadi norma hukum
di atas kertas, tetapi juga terimplementasi secara nyata, memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi
tenaga kerja di sektor jasa dan kuliner.

Dalam usaha coffee shop di Kota Madiun, jaminan sosial memiliki peranan penting untuk memastikan
pekerja menerima hak-haknya, termasuk pemberian upah yang layak, sehingga tercipta kepastian hukum dan
kesejahteraan bagi pekerja. Program jaminan sosial yang dikelola oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) berfungsi untuk menjamin keamanan kerja, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap
perkembangan dunia usaha, pembentukan disiplin kerja, dan peningkatan efisiensi operasional (Fahrul Ramdan &
Dodi Jaya, 2022). Pemberian upah layak tidak hanya menjadi hak pekerja, tetapi juga mendorong motivasi dan
produktivitas mereka dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari di coffee shop. Adanya kepastian upah
dan perlindungan melalui BPJS membuat pekerja merasa aman secara ekonomi sehingga dapat fokus pada kualitas
pelayanan dan inovasi usaha (Aldi Prasetyo & Dipo Wahyoeno, 2023). Penerapan upah layak yang disertai
jaminan sosial juga memperkuat hubungan kerja yang adil antara pengusaha dan pekerja, sekaligus mendukung
keberlangsungan usaha coffee shop di Kota Madiun .

Sejalan dengan hal tersebut, peran pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja dan instansi terkait
menjadi sangat strategis. Pemerintah daerah perlu memperkuat fungsi pengawasan ketenagakerjaan untuk
memastikan bahwa seluruh pelaku usaha coffee shop mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk
membayar upah sesuai UMK atau berdasarkan kesepakatan antara pekerja maupun pelaku usaha. Selain aspek
pengawasan, diperlukan pula upaya peningkatan kesadaran hukum baik bagi pengusaha maupun pekerja melalui
kegiatan sosialisasi dan pendampingan hukum (Haura Shafana dkk., 2025). Dukungan pemerintah yang konsisten
akan mendorong terciptanya praktik pengupahan yang adil dan transparan, sekaligus memberikan kepastian hak
bagi pekerja. Dengan demikian, keberlangsungan usaha coffee shop dapat terjaga tanpa mengabaikan
kesejahteraan tenaga kerja di Kota Madiun.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemberian upah yang layak bagi pekerja coffee shop tidak
hanya bergantung pada regulasi tertulis, tetapi juga pada implementasi yang konsisten, pengawasan efektif, dan
kesadaran hukum dari seluruh pihak terkait. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan landasan hukum
yang jelas dengan menekankan keseimbangan antara fleksibilitas dunia usaha dan hak pekerja untuk menerima
upah sesuai beban kerja dan produktivitasnya. Keberhasilan penerapan upah layak sangat ditentukan oleh sinergi
antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pekerja dalam memastikan ketentuan hukum diikuti dan hak pekerja
terpenuhi. Dengan demikian, perlindungan hukum terkait upah bagi pekerja coffee shop di Kota Madiun tidak
hanya merupakan kewajiban normatif negara, tetapi juga wujud nyata dari prinsip keadilan sosial dan
penghormatan terhadap hak-hak dasar pekerja sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Farras, 2024).

Dalam praktiknya, penerapan upah layak di coffee shop Kota Madiun memerlukan kepatuhan pengusaha
terhadap ketentuan upah minimum dan kesepakatan kerja yang adil. Pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga
Kerja berperan penting dalam melakukan pengawasan, memastikan pembayaran upah dilakukan tepat waktu, dan
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mencegah praktik pengupahan yang merugikan pekerja. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak
pekerja serta mekanisme pengupahan menjadi strategi penting untuk meningkatkan kesadaran hukum baik bagi
pekerja maupun pengusaha (Rizki Amalia Fitriani, dkk., 2022). Dengan kombinasi pengawasan yang efektif dan
pemahaman hukum yang baik, pekerja coffee shop dapat memperoleh kompensasi yang layak sesuai kontribusi
mereka, sementara pengusaha tetap dapat mengelola usahanya secara berkelanjutan dan adil.

Pelaksanaan upah layak di coffee shop Kota Madiun tidak lepas dari peran pengusaha dalam menerapkan
ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah. Pengusaha wajib menghitung upah berdasarkan kesepakatan kerja
serta memperhatikan beban kerja dan produktivitas pekerja, sehingga hak pekerja terpenuhi secara adil. Pemberian
upah yang layak tidak hanya meningkatkan semangat dan disiplin kerja serta loyalitas pekerja terhadap tempat
usaha, tetapi juga memberikan rasa aman secara ekonomi dan penghargaan profesional. Kondisi ini pada akhirnya
berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan produktivitas, efektivitas operasional, dan kualitas pelayanan
yang diberikan di sektor coffee shop, sekaligus memperkuat kesejahteraan pekerja secara menyeluruh (Irham
Rahman, dkk., 2024).

Pemberian pemahaman mengenai hak-hak pekerja dan mekanisme pengupahan menjadi langkah penting
untuk membangun kesadaran hukum di kalangan pengusaha maupun tenaga kerja. Dengan penerapan yang
konsisten, upah layak tidak hanya melindungi kesejahteraan pekerja, tetapi juga meningkatkan motivasi, disiplin,
dan produktivitas di tempat kerja. Selain itu, adanya pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja
memiliki peran penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja, khususnya terkait pemberian upah. Melalui
fungsi pengawasan tersebut, pemerintah daerah memastikan bahwa setiap pelaku usaha memberikan upah sesuai
dengan ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) yang berlaku.

Selain itu, adanya pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja memiliki peran penting untuk
menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja, khususnya terkait pemberian upah. Melalui fungsi pengawasan tersebut,
pemerintah daerah memastikan bahwa setiap pelaku usaha memberikan upah sesuai dengan ketentuan Upah
Minimum Kota (UMK) yang berlaku. Selain memastikan kepatuhan terhadap standar upah, Dinas Tenaga Kerja
juga bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap potensi pelanggaran ketenagakerjaan serta menegakkan
sanksi administratif maupun hukum apabila ditemukan ketidakpatuhan (Saputra & Sarnawa, 2022).

Kemudian upaya perlindungan hukum bagi pekerja coffee shop di Kota Madiun, mulai dari pemberian upah
layak hingga jaminan sosial, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
Kepatuhan pengusaha terhadap ketentuan upah minimum dan kesepakatan kerja, ditambah perlindungan melalui
BPJS, menjadi dasar terciptanya hubungan kerja yang adil dan berimbang. Pengawasan yang konsisten dari
pemerintah daerah, disertai sosialisasi dan pemahaman hukum, memastikan hak-hak pekerja terpenuhi dan
kesejahteraan mereka terjaga. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pemilik usaha, dan pekerja, tercipta
lingkungan ketenagakerjaan yang sehat dan berkeadilan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja (Chamdani, dkk., 2022). Penerapan regulasi yang konsisten, pengawasan yang efektif, serta
peningkatan kesadaran hukum menjadi kunci agar peraturan tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar
memberikan manfaat nyata. Melalui sinergi tersebut, tujuan keadilan dan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan
dalam konstitusi dapat tercapai, sekaligus memastikan sektor usaha coffee shop berkembang secara berkelanjutan
dan humanis.

4. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang jelas dalam upaya perlindungan
pekerja, termasuk terkait pemberian upah yang layak di sektor coffee shop Kota Madiun. Pengaturan mengenai
upah minimum, kesepakatan kerja, serta jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan menjadi instrumen penting
untuk memastikan pekerja memperoleh kompensasi yang adil sesuai dengan beban kerja dan tingkat
produktivitasnya. Keberadaan regulasi ini menunjukkan komitmen negara dalam menjamin hak-hak dasar pekerja
di sektor jasa. Keberhasilan implementasi perlindungan hukum dan pemenuhan upah layak sangat bergantung pada
kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, pengusaha, dan pekerja. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas
Tenaga Kerja memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan, memastikan kepatuhan
pengusaha terhadap ketentuan upah, serta menegakkan sanksi hukum apabila ditemukan pelanggaran. Peran
pengawasan ini menjadi krusial untuk mencegah praktik pengupahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Selain pengawasan, sosialisasi hak-hak pekerja dan peningkatan kesadaran hukum di
kalangan pengusaha maupun pekerja juga menjadi faktor penting. Sosialisasi yang berkelanjutan akan membantu
pekerja memahami hak normatif yang melekat pada hubungan kerja, sementara pengusaha dapat lebih memahami
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kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tidak hanya bersifat
normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik ketenagakerjaan sehari-hari. Pengusaha
coffee shop di Kota Madiun disarankan untuk meningkatkan transparansi dalam sistem pengupahan serta
melibatkan pekerja dalam proses penetapan upah dan kesepakatan kerja. Penataan administrasi pengupahan yang
jelas, pembayaran upah secara tepat waktu, serta kepesertaan aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan akan memperkuat
perlindungan hukum sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja. Langkah-langkah tersebut juga dapat
menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan. Jika terwujudnya kolaborasi antara
pemerintah daerah, pemilik usaha, dan pekerja, diharapkan tercipta lingkungan ketenagakerjaan yang sehat, adil,
dan produktif. Implementasi regulasi yang konsisten, pengawasan yang efektif, serta peningkatan kesadaran
hukum akan memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja tanpa menghambat keberlangsungan usaha coffee shop.
Sinergi ini menjadi landasan penting bagi tercapainya keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan sektor jasa di Kota
Madiun secara berkelanjutan dan manusiawi.
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